KEBEBASAN MEMPEROLEH DAN MENYAMPAEKAN
. __NFORMASI BDALAM PERSPEKTIF UNDANG«UN DANG
' INT GRMASi BAN TRANSAKSI ELEKTR(}NIK
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Abstrak

- Kemajuan. telmologz khzt,susnya telmo!ogt mformasz (TI) sua’ah past: o

' manusia, Aarena dengan kemcyzmn T1 jarak, fempat dan waktu sudah
S tidak lagl menjadt kendala bagi mcmusta‘ dalam fnalakukan_
L ayifitasaya, Namun demikian, kema]uan TI tentu akan membawa

'konsekwensz untik dzmanfaatkmr ‘pula oleh pihak-pihak yang tidak
:bertanggungjawab untuk melakukan berbagai kejahatan seperti
. penipuan, pencemaran nama. baik, berita bohong, pemerasan,
 pornografi, bahkan penistaan terhadap agama atau keyvakinan tertentu,
" dan lain sebagainya. o
Untuk menyikapi hal tersebut Pemerintah dan DPR-RI sepakar wntuk
.. . membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tabun 2008 tentang Informasi
" dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang merupakan rambu-rambu
© - hukum sebagal dasar pijakan untuk memberikan rasa aman, keadilan,
dan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggunakan alau
~ memanfaatkan kemajuan T1 tersebut. UU ITE juga mengaiur hak
masyarakat untuk memperoleh dan memberikan informasi yang dijamin
oleh konstitusi agar dapat dilakuken secara benar dan bertanggung
© jawab serta tidak merugikan atau melanggar hak orang lain,

Pendahuiuan

-Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), selintas mengingatikan kembali
akan perjalanan terbentuknya Undang-Undang tersebut yang sejak digagas
secara resmi pada tahun 2003 banyak mendapatkan dukungan dari berbagai
kalangan dengan harapan agar Indonesia mempunyai landasan hukum dalam
menangani berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan dan

" Agus Rahatjo, Cybrerime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Citra

Ad;i}a Bhakti, Bandung. 2002, hlm. 4.
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" Uyang diatur di dalam UUITE tersebut 3

p ﬁemzassmmmm Va[ §No. 4 Desember 2008 . PRE
i _keberadaan duma maya (telematzka) 2 Namun pada saat RUU tersebut telah e
: 'dlsusun dan dxbahas ch Dewan Pemak;t]an Rakyat mulal tlmbul berba,gai reak51

di dalam RUU tersebut Bahkan sampm dengan teIah &mdangkannya Undang—i -
Undan gt tersebut mas&h menjadx bahan perdebatan dan perbuacmagan di berbagal_ 4
- forum dan media. Tidak hanya i itu, beberapa kalangan j Jugal berencana untuk
menﬂajukan uji materil ke Mahkamah Konstxtusz terhadap beberapa pasai"_'--
_ Terlepas dan masalah pro dan kon‘{ra pada hakekatnya UU ITE;_ :
_:3. menoemban suatu tuj uan utama yang hendak dicapai oleh pembentuknya, yarm [
~ingin membenkan rasa aman; keadilan, da.n kepastian hukum bagi pengguna -
~dan penyelenggara teknologl mfonnas1 dalam menuny engupayauntuk:
1. mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara membuka kesempatan yano
seluas-luasnya untuk memajukan pemikiran dan kemampuan masyarakat
di bidang teknologi informasi secara bertanggungjawab;
mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional termasuk
peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; dan
3. menjamin kebebasan setiap individu untuk memperoleh dan menyampaikan
informasi secara benar dan bertanggungjawab.

P

Berkaitan dengan tujuan di atas dan terlepas dari adanya berbagai
kekurangan dari UU ITE yang telah diundangkan pada tanggal 21 April 2008
yang lahu,* tulisan ini tidak membahas lebihjauh mengenai tujuan mengembangkan
perdagangan dan perekonomian nasional apalagi masalah pro maupun kontra

? Pembentukan UU ITE beranjak dari kegusaran beberapa kalangan dunia usaha dan para praktisi
yang menggunakan media elektronik dan internet, serta pemerintah atas semakin banyaknya kejahatan
yang I(:I‘jadi di dunia maya dan tidak adanya landasan hukum vang kuat dalam menggunakan sarana
clekironik untuk menjalankan kegiatan usaha. Kehadian UU TTE dmarapkan ddpdt melenghkapi
hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya lagi dalam menangani perkara yang berkaitan
dengan dunia maya (cvberJ dan kegiatan-kegistan vang mengtunakan atau berkaitan dengan media
atau sarana clektronik. Dalam kaitannya dengan hukum pidana paling tidak UUITE dapai dijadikan
sebagai landasan dalam penanganan ]\ejahatan yang menggunakan saranaelektronik dan kemputer
sudanﬂl\an delam konteks hukum perdata diharapkan menjadi lebih memperkuat pijakan hukum
tcrhadflp pengakuan dokumen elekironik termasuk tanda tangan elektronik dalam suatu transaksi
yang ditakukan secara elektronik menjadi alat bukti yang sah.
5 Pasal- -pasal vang sering mendapat sorotan antara lain Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29. Beberapa
L.SM yang tergabung dalam Aliansi Nasionai Reformasi Hukum Telematika Indonesia pada tanggal
28 April 2008 mengeluarkan pernyataan sikap menentang YU 1TE yang dinilai mengancam
kemerdekaan berpendapat dan berekspresi.
* Di bidang peraturan perundang-undangan vang berlaitan langsung dengan dunia maya ini,
Indonesia bolek dibilang agak tertinggal dengdn negara tetangga seperti Maiavsm dan Smcaporﬁ:
vang sudah sejak 11 tahun yang laiu sudah memiliki Cyberlaw. Malaysia teiah memberiakukan
C omputer Crime Act 1997, Digital Signature Act 1997, dan Communication ond Muliimedia Act
1998. Singapore sejak tahun 1996 Jjuga telah mengundangkan Electronic Conmunication Privacy
Act 1996 dan The Electronic Acr 1998,
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kebebasan Mempcroleh Dan Memdmpmkan Infurmas; Dalam Perspet\saf I.%U \omm 11 Tahun 2(){}8 e

'atas d1m1dangkannya UU ITE karena para pakal teiematﬂ\a dan pa.kar hukum ':- 8

“telah banyak mengulas mengenai hal tersebut jugar mengenai kelemahan 1naupm1 L

' 'Leleblhan 816 ITE di berbagm media Tuhsan ini hanya ingin mencoba untuk -
Jebih mengkaji pada tnjuan atau pesan yundls yang sebenamya hendak dicapaz

' oleh -pembentuk undang-undang, khususnya yang terkalt dengan tujuan-
“penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam1 upaya memcerdaskan

' Lehidupan bangsa dan menjamin kebebasan mdws.du dalam memperoleh dan '
"menyampalkan 1nforn1as1 secara benar dan beﬁanggmmg J awab ' .

i Pemanfaatan Teknologl Informasn dalam Mencerdaskan kehidupan
'Bancsa : I e o N s - e -
_ ‘Salah satu iatar belakanvI 3031010015 dibenmknya uu ITE karema
giobahsas1 mformasi (revolu51 mfonnat1ka)5 yang telah menempatkan Indonesia
sebagai baglan dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan
dibentuknya pengaturen mengenai i pengelolaan informasi dan transaksi elekironik
- ditingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan
secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna
mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian upaya mencerdaskan,
kehidupan bangsa menjadi faktor penting dalam pembentukan pengaturan
mengenai pengelolaan teknologi informasi disamping Undang-Undang (hulanm)
tersebut dibentuk tujuannya adalah untulk menciptakan suatu ketertiban.®
Upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa terkait dengan
pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana maksud yang terkandung dalam
Pasal 4 UU ITE yang berbunyi “mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai
bagian dari masyarakat informasi dunia” tentu saja hanya dapat diwujudkan
dengan memberikan dan membuka seluas-luasnya saluran informasi bagi seluruh
lapisan masyarakat, baik yang berada di perkotaan maupun di pedesaan. Akhir-
akhir ini mulai terdengar adanya kebijakan program Internet Masuk Desa yang
dicetus oleh beberapa instansi terkait yang tidak lain adalah untuk
memperkenalkan teknologi informasi kepada para siswa, guru, danmasyarakat
di pedesaan agar dapat dengan mudah mengakses dan mendapatkan informasi
secara aktual dan cepat.’

i

Eddy Djunaedi Kamasudirdja, Kejahatan Komputer, CV. Tanjung Agung, Jakarta, 1993, him 6.

Eddy Diunzedi K dalam bukunya mengemukakan “dunia sekarang mengalami revolusi kedua yvang
tcrkunal dengan nama “rev olusi informatika”, yaitu suatu revolusi dlmana mesin kini banyak
menggantikan tugas yang dulunya dilakukan oleh otak manusia. Revolusi ini lebih cepat dan lebih
canggih dari pada revolusi industei”.

* Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembongan Hukum dalam Pembangunan Nasional,

Lembaga Perelitian Hukum dan Kriminologi, FH UNPAD, Pererbit Bina Cipta, Jakarta, him. 1-2.

’ NLoara Malaysia telah mengenalkan program Pusat Internet Desa (PID) yang dilaksarakan oleh
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: Unmk mencapm ‘mjuan tersebuL tentu harus dib&l'eﬁ(’i dengan belbagm e
E kebl}akan hukum agar tujuan tersebut dapat terlaksana dengan baik dantidak
" ._:menylmpang dari yang diharapkan Untuk itulah UU ITE meletaislxan dasar' -
' -yuridzs bag1 negara untuk. meimdungi masyarakat agar mforma& vang akan L
. dlpemleh sedapat mungkm merupakan informasi yang benar dan terhindar dan _. :
informasi yang tidak benar atau bahkan mungkm menyesatkan. Sehin gga maicma -
' seiuas—iuasnya untuk: memperoleh informasi” dapat diartikan sebagai
pemanfaatan teknoiogl 1nforma51 tennasuk da daIa:rm1ya informasi eielm omk_' o
o secara berdaya guna, = : :
: Pertanyaa:rmya adalah apakah semua mformasx elektromk (terutama o
3 yang ada padajaringan mtemet) dapat mencerdaskan kehidupan bangsa? Tenm_ '
sajajawabnya tidak, Sebagaimana diketahui, bahwa pada hakikatnya dunia -
maya (internet) itu sendiri pada dasarnya merupakan sarana bagi setiap orang
yang dapat dengan bebas berkonvergen51 dan berinteraksi, baik dengan tuj uan
yang baik maupun sebaliknya. Demikian pula dengan berbagai informasi yang
'ierdapat di belantara maya tersebut, paling tidak dapat dibedakan menjadi
dua jenis yaitu informasi yang benar dan informasi yang tidak benar. Untuk
itulah perlu dilakukan pembatasan atau rambu-rambu dalam pemanfaatan
informasi elektronik, karena hanya dengan informasi yang benar, bermanfaat,
atau berkualitas yang akan dapat mendorong pengembangan potensi masyaraleat
ci berbagai bidang menuju bangsa yang sejahtera, cerdas, dan mampu bersaing
secara sehat di dunia internasional ®
Sebaliknya pencapaian tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa
di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informast tidak akan dapat
tercapai apabila informasi yang diterima oleh masyarakat adalah informasi yang
dapat dikategorikan tidak benar atau tidak dapat dipertanggungjawabkan
(bahkan mungkin menyesatkan dan menimbulkan keresahan di masyarakat)?,
seperti informasi yang melanggar kesusilaan atau berbau pornografi, penghinaan
terhadap orang atau sekelompok orang, pencemaran nama baik, berita bohong,
pemerasan, pengancaman, atau informasi yang dapat menimbulkan rasa
kebencian atan permusuhan. Informasi yang tergolong tidak benar tersebut,

Kementerian Tenaga, Air, dan Komunikasi Malaysia sejak tahun 2000, Tujuan utamanya ialah
untuk memperkenalkan internet pada masyarakat pedesazn dengan meletakkan dasar pembangunan
I'T di bawah agenda IT nasionalnya dengan moto ripple fo tidal waves rdari gelombang kecil kepada
gelombang besar)

* Ronny Wuisan, Hubungan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan HAM dan Tujuan
Negara Republik Indonesia, Jakarta, September 2008.

® Sebagai contoh pemuatan kartun yang melecehkan Nabi Muhammad pada situs httpi/
lapotuak.wordpress.com yang dapat saja menimbulkan gejolak di masyarakat dan dapat berpotensi
memecah belal kerukunan beragama di Indonesia, bahkan dunia.
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Iy _-kgmasvmakatan serta dapatmerusak moral generasi bangs& o S
Sl Slapa pun akan sepenuhnya sepakat bahwa informast elek‘tzomk yang o

B tidaL hmya rentan terhadap pelaﬁggamn haL asasz manusia. (HAM) te‘tapl.{:_'ﬁ: S

’ebebasan I\«iemperoieh Dan Mcn}.ﬂmpalkan infarmasx Daiam Perspekﬂf UU ’\omur 11 Tahun 2008 SR

lebih gauh }uga dapat merusak pen orembangan pmbadl dan hngkungan sosial __f.i . i

' '_ :nd.a}; benar dan tidak berkuahtas sebagaimana disebutkan diatas tidak akan _ ';
-~ bermanfaat dan ciapa‘c merugikanp penerirma informasi atan orang lain, Olehkarena -

; _nuUUITEd1dalamBabVHmembeﬂ}\am*ambwmmbu ataubatasanmenﬁenm . :_ : :
- ._-p@}.buatan@erbu;ataﬂyanﬁ dllamng dalam penyelenogaraankeglatanteknologx_i-:-:;-;'- i
- informasi denganmjuanmelmdungl masyaza_katterhadapmfonnasxyangtidakj S

: __'_-dapat dxperlanggungawabkan dan: berbagai bentuk Le;ahatma yang .

. menggunakan dunia mays (T, schingga tujuan yang digariskandalam Pasal -

_ __4 UU ITE untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara membuka -
---kesempa‘{an yanU seluas—luasnya untuk memagukan pemikiran dan kemampuzm -

masyaxakat di bldang te}mologl mformasx secarabertanggung;awab dapat \
dm'a,ljudkan : -

Kebei}asz‘m Mempemleh dan Memyampaﬂmn Informasx

+ - Sejak dalan proses pembahasan sampai dengan diundangkannya UU
ITE, i_su_ mengenai kebebasan memperoleh dan menyampaikan informasi menjadi
pembicaraan seniral dari UU TTE."? Beberapa kalangan berpendapat bahwa
setidaknya Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29" Pasal 27, yang terdapat dalam
Bab VII UUITE melanggar hak asasi manusia (HAM) dan membelenggu
kebebasan masyarakat untuk memperoleh dan menyampaikan informasi yang
secara konstitusional dijamin oleh Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945). Dalam suatu panel
diskusi yang diselenggarakan di Gedung Dewan Pers Jakarta beberapa waktu
yang lalu, Dewan Pers menyatakan bahwa beberapa ketentuan di dalam UU
ITE dapat membelenggu kebebasan pers dalam menyampaikan informasi
kepada masyaralat.

o fbid.
' Ari julianoe, Cybercrime: Sebuah Fenomena Di Dunia Maya, Makalah, 2002, him. 4.

* Isu periméunﬂan terhadap masyarakat pengguna dan dunia uszha yang memaﬂﬁa{kan teknoletn
1niorma51 seperti kegiatan transaksi, perbankan onfine, dan Iain sebagainya seharusnya yang
perlu mendapatkan perhatian utama dengan adanya UU ITE,

¥ Pasal 27

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eiektronik
vang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
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Apabﬂa dzpahaml leblh 3 auh sebenamya beberapa perbuatan yanc

| '.dzlarang yang diatur dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Uy ITE tlda}c 1a.1n

~adalah perbuatan penyebaran informasi elektronik yancr :

a.c memﬂﬂq muatan yang. melanggar kesusilaan, per_] judian, penghmaanf

- pencemaran nama baik, dan pemerasan; -
b. “merupakan penyebaran berita bohong, menyesatkan dan yang dapat

.- menimbulkan kebencian serta permusuhan 1nd1v1du dan/atau kelompok_

i masyarakat tertentu; .

c;_:--. -merupakan ancaman kekerasan dr:m menakut-11akut1 yang dltu}ukan secara

s Pﬂbadl

Dengan mehhat kla51ﬁkas1 atau penwelempokan perbuatan tersebut
sebenamya kebebasan seperti apa vang dikhawatirkan akan ierbeienggu oieh
adanya Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE? Apakah perbuatan yang
melanggar kesusilaan, bermuatan perjudian, penghinaan, pemerasan, berita
kebencian, permusuhan, ancaman, dan perbuatan lainnya sebagaimana
disebutkan di atas tidak perhu dibatasi atau diatur? Apakah tidak sebaliknya,
bahwa Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE tersebut justru bertujuan
unfuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap adanya informasi
yang tidak benar dan kurang bertanggung jawab dan lebih memberikan edukasi
kepada masyarakat agar dalam memberikan suatu informasi harus dilakukan
secara benar, sesuai fakta, dan bertanggung jawab?

{2) Setizp Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informast Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
vang memiliki muatan perjudian.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atan membuat dapat diaksesnya Informasi Efektronik dan/atau Dokumen Elektronik
yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

{4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elekironik
yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan
yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elcktronik.

(2)  Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat
tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan {SARA),

Pasal 26

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elekironik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
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R :_{-’:-iPasalQSF UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa“senap omng oo

: 'berhak untuk berkommnka& dan memperoleh informasi untuk menoembangkan__ =
' '_pnbadz dan. Imgkunoan sos;alnya, serta berhakunt‘tﬂ{mencm ;memperoleh,

- memiliki, menyimpan, mengolah, dan. menyampaikan informasi dengan
'__:_menbgmlakan segalajemssaluranyangterseda Maknayangterkandmlg dalam.. ..

' zketentuan Pasai 28F: tersebut Jelas sekali. menyatakan bahwa secara

konstitusional negara menjamin kebebasan setiap, orang memperoleh dan h

'_ g _---menyampaikan informasi atau berkonunikasi melalui mediaapapun, karena =
- “hak untuk memperoieh dan menyampalkan mformasz serta berkomunikasi .

: merupakan hak dan ke‘oebasan (HAM) bag1 semua orang atau warga negara T

- tanpa terkecuali, ~
_ ~.:Namun demikian, kebebasan untul«: mempero leh dan menys.mpaﬂxan
mformasu sebagaimana dimaksudkan di atas, bukan berarti dapat dilakukan
tanpa ada batas atau rambu-rambu yang harus diperhatikan. Apabila ditelaah
secara utuh Bab XA UUDNRI Tahun 19435, jelas dinyatakan didalamnya baik
secara eksplisit maupun implisit bahwa hak dan kebebasan untuk memperoleh
dan menyampaikan informasi sebagai hak asasi masyarakat walaupun dijamin
penuh olehkonstitusi namun harus dilaksenakan dengan menghormati hak orang
lain dan tertib kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, sebagaimana ditegaskan
dalam Pasal 287 UUDNRI Tahun 1945 yang menyatakan:

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib

- kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan
maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas
hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan vang adil sesuai
dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban
umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dengan demikian secara konstitusional UUDNRI Tahun 1945 sudah
secara tegas dan komprehensif mengatur mengenai perlindungan terhadap hak
asasi manusia termasuk dalam konteks memperoleh dan menyampaikan
informasi, sehingga pendapat yang menyatakan bahwa kebebasan untuk
memperoleh atan mengakses dan memberikan informasi sudah dibelenggu oleh
UUITE dan melanggar HAM adalah kurang tepat. Justru pemikiran dasar UU
ITE dimaksudkan untuk memberikan kebebasan bagi siapa saja untuk
memperoleh dan memberi informasi, namun demikian kebebasan tersebut juga
harus dilaksanakan dengan memperhatikan rambu-rambu yang telah digariskan
oleh konstitusi, dalam arti bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya dan tanpa
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o . :f=1x0nirol serta memfnkan hak omnfI }am tetap1 1eb1h dan ztu hal tersebui se;]alan R
~dengan a_manat UUDNRI Tahwl 1945 khususnya Pasal ZSF dan Pas_al _28_ P
Kebebasan tanpa is.,ontrol (rambu~1 ambu hukum) tldaklah € __}an _

'-jsebagaz pembelengouan karenahal tersebut pada dasamya dn‘na}sudkanun: uk o
R melmdungl h.ak asasi warga negara dan hai it menjadi kewaj iban dan tang gung
R Jawab nefraxayang diamanatkan oleh konst:tus; sebagannana dunaksud dalam_ o

Pasa.l 283 UUDNRI Tahun 1945, : =
SUUITE mempakan salah satu Wujud kewaj 1ban dan tanogung Jawab

B negam yang diamanatkan konstitusﬂ“ untuk mengatur tata kehidupan berbangsa

Cdan bemegara khususnya dalam keﬁlatan di bidang teknologz informasi, Hal
 tersebut dilakukan untak menjarmn penoakuan serta penghormatan atas hak
kebebasan orang lain'yang dilandasi pada keadilan, pertimbangan moral, pilai-
nilai agama, kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum sebagaimana c_hat_ur
pula dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak:Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “setiap orang bebas untuk
mempunyai, mengeluatkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya,
secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan
memperhatikan nilai-nilai agama, kesus;laan ke‘tertzban kepentingan umum,

dan keutuh&m bangsa ' : :

P ITE dan Keh@%asan Pars

"Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 avat (2) UU ITE menurut beberapa
kalangan dikatakan sebagai pasal vang dapat membelengou kebebasan pers
dalam memjalankan fugnsnya untuk memberikan informast kepada masvaraka,
Pasal 27 ayat (3) berbunys:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan]
atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

' Pasal 28} ayat (2) UUDNRI 1945 menegaskan bahwa dalam menjatankan hak dan kebebasannya,
sctiap orang wajib tunduk kepada pembatasan vang ditetapkan dengan undang-undang.
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_ '_"_Sedangkan Pasal 28 ayat (2) berbunyi 5. ER R _
o :-.f_Setzap Orano dencan sengajadan tanpa hak menyebarkan 1nfonna31 o
o yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pernusuhan <
Rt mdmdudan/ataukelompokmasyarakattertentubmdasarkmlatas suku,

agama,ms dan antargolongan(SARA) o

B Ketenman pasal~pasai tersebut d1 atas menekalﬂ{an baima perbuatan
j' yang dﬂaranv adalah dlmj ukan kepada olang yang dengan “sengaga dantanpa” "

*hak” mendistribusikan dan/atau mentransmasﬂ{an dan/atau membuat dapat' i

e ;_ﬁ_d1aksesnya mfonnasz e}ektromk yang menohma, mencennarkan nama balk, atau
= 3imemmbu1kan rasakebencxan/pemmsuhanmdmdufi\elompok/SARA Yang -
- 'menjadl pertanyaannya adalah apakah pers mempunyai hak untuk melakukan b
- mendistribusikan dan/a_tau mentransnnsxkan damatau membuat dapat diaixsesnya o
informasi elektronik?
) ‘Pasal 4 Undancr-Undanc Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
meneoaskan bahwa untuk menjamin kebebasan pers, pers nasional
“mempunyai hak” untuk mencari, memperoleh, dan “menyebarluaskan gagasan
dan informasi”. Seiengkapnya Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999
berbunyl

Pasal 4

(1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

(2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau
pelarangan penyiaran.

(3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pets nasional mempunyai hak mencari,
memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

(4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan
mempunyai Hak Tolak.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 tahun
1999 tersebut jelas memberikan hak kepada pers untuk memberikan informasi
melalui media elekironik sehingga larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) tidak secara langsung dapat diterapkan

'3 Pasal ini dapai dlkatcgonkzm sehagai menyebarkan rasa kebencian (hratred) ataupun permusuhan
berdasarkan SARA meiaii sistem komputer atau internet yang diatur dalam Conveation on
Cybercrime concerning the criminalisation of acts of racist and xenophobic nature committed
through computer systerm (2006).

Pasal 28 ayat {2) isinya hampir sama Pasal 154 dan Pasai 155 KUHP. Pasal 154 dan Pasal 154
KUHP berdasarkan Putusan Mahkamah ¥onstitusi Repubiik indonesia Nomer 6/PUU-V/2007
dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hikum mengikat karena bertentangan dengan Pasal
28 D Perubahan I UUDNRI Tahun 1945,
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-kepada pers Hal ini d}Larenakan pers dalam menjalankan profesmya'

. mempunyai hak untuk memberikan informasi yang dijamin oleh Undang-Undang -

-+ Nomor 40 Tahun 1999 yang. berszfat khusus (lex Speczalzs) Bahkan pada -
' 'Pasal 4 ayat (’7) Undang»Undang Nomor 40 Tahun 1999 secara tegas :
- menyatakan bahwa ‘terhadap pers 1 nasmnal tidak dikenakan. penyensoran

B pembredelan, atay pelarangan penyiaran.

R Namun dernikian, perlu diingat bahwa msan pers tenﬁmya ndak kebal_ L
: :_"huLmn daiam arti daia.m menja jalankan tugas dan {imgsinya insan pers sudah

' :'yang dibuata atau dzsampmkan kepada masyaral\at bukanlah merupakan berita
tanpa | Iakta atau  yang dapat merugikan hak orang lain. Dalam memberlkan '
"mfonnas; . pers juga dibatasi kode etik }mnahstlk yang d1buat oleh organisasi -
pers yang antara lain menyebutkan bahwa Wartawan Indonesia dalam
menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar):'¢

1. harus selalu menguji mforma51 memberitakan secara berimbang, tidak

mencampurlxan {akta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas

' pradugatakbersalah,

2. tidak membuat berita bohdng, fitnah, sadis, dan cabul.

3. tidakmenulisatan menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi
terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama,
jenis kelamin, dan behasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah,
miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

4. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara
proporsional.

Apabila pers menjalankan profesinya secara profesional dan memegang
teguh kode etik jurnalistik yang telah ditentukan, maka kekhawatiran bahwa
pers akan terkena Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE agak
berlebihan, karena substansi larangan dari Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat
(2) hampir sama dengan tekad profesi pers vang tertuang dalam kode etik
jumalistiknya.

* Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia, Kode Etik Jurnalistik <http://
www.dewankehormatanpwi.com/ aktifitas php?Subject=1>. Lihat juga Ronny Waisan, UU ITE
dan Kebebasan Pers, Jakarta, September 2009 < http://ronny-hukum.blogspot.com/>,
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Penump

- -_'.mempunyai landasanhlﬂm daimnpenbgurmandanpemalfaatanmfonnmdan e

UU ITE merupakan wu}ud dan tekad bangsa Indone51a untuk"'

 transaksi elektronik, Pembentukan UUTTE 1 mempunyai peran penting untuk: G
- mendukung Iancamya kegiatan dunia usaha, perbankan, dan masyarakatyang -

N menggunakan sarana teknologi informasi dalam melakukan kegiatannya, serta -
- - dlharapkan dapzu mengangkat cﬁ:ra Indonema dalam peroaulan 1nternasmnal e

BE ;htﬂcum yang Jauh dan sempurna, namun deimklzm kekurangan tersebut harus i

dapat dijadikan sebagaz pisau analisis dalam penegakan penerapan, dan- .
- implementasinya di lapangan serta sebagai bahan acuan dalam pembentukan o

'peraturan pelaksanaan di bawalmya Pekerj aan rumah (PR) besar yang perlu -
mendapatkan perhatian masyarakat teknologi informasi adalah untuk lebih -
berperan aktif dalam memberikan masukan terhadap pembentukan peraturan
pelaksanaan dari UU ITE agar lebih bersifat aspiratif dan komprehensif.
Demikian pula dengan Pemerintah, hendaknya secara intensif dapat
mendengarkan berbagai masukan dari masyarakat agar Peraturan Pemerintah -
yang nanfinya dibentuk dan peraturan pelaksanaanya dibawahnya mendapatkan
respon positif dari masyarakat pada umumiya dan terlebih lagi masyarakat
teknologi informasi pada khususnya. Yang tidak kalah penting adalah dapat
menampung dan menjadi jalan keluar dari kekurangan serta permasalahan yang
ada saat ini."”

7 Terdapat 9 (sembilan) materi pokok yang harus diatur dalam Peraturan Pemerintah vang

merupakan pendelegasian dari UU iTE. Kesembilan peraturan pelaksanaan tersebut berkaitan

dengan:

I. Lembaga Sertifikasi Keandalan (Pasal 10 ayat (3));

. ‘Tanda Tangan Elekironik (Pasal 11 ayal (2));

. Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Pasal 13 ayat (6));

. Penyelenggaraan Sistern Elektronik {Pasal 16 ayat (2));

Penyelenggaraan Transaksi Elektronik {Pasal 17 ayat (3));

. Penyclenggara Agen Elektronik {Pasal 22 ayat (33);

. Pengelolaan Nama Domain (Pasal 24 ayat (4));

. Tata cara Intersepsi (Pasal 31 avat (4)); dan

. Peran Pemerintah dalam Memfasilitasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik,
Melindungi Kepentingan Umuom dari Penyalahgunaan Informasi Elelktronik dan Transaksi Elektronik,
Data Elektronik Strategis yang Wajib Dilindungi (Pasal 40 ayat (6}).
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